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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 060 /9256 10/ TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP
AP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap serta guna
meningkatkan  efisiensi, efektifitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur
pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada
huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724,

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5537),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601};

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601},



KESATU

KEDUA

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357;

. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap {Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 84) jo Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 112) jo Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 25j;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang masih bagian tidak
terpisahkan dalam Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana DIKTUM KESATU
meliputi ruang lingkup pelayvanan Administrasi, yaitu :

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten

Cilacap

a. SETDA CLP - 01.03.09.01 : SOP Fasilitasi Penyusunan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerja Sama Daerah dengan
Daerah Lain (KSDD)

b. SETDA CLP - 01.03.09.02 : SOP Fasilitasi Penyusunan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerja Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga (KSDPK)

c. SETDA CLP - 01.03.09.03 : SOP Fasilitasi Penyusunan
Nota Kesepakatan (NK) Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan

d. SETDA CLP - 01.03.09.04 SOP Fasilitasi Penyusunan
Kesepakatan Bersama (KSB) Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (KSDPK).

Bagian Organisasi Setda Cilacap

a. SETDA CLP - 02.01.06.01 : SOP Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

b. SETDA CLP - 02.01.06.02 : SOP Pengelolaan Data/
Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja



3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Cilacap

a.

b.

.

d.

SETDA CLP - 02.02.01.01 : SOP Permintaan User ID/
Pasword Anggota Pokja ULP.

SETDA CLP - 02.02.02.01 : SOP Penyusunan Rencana
Umum Pengadaan (RUP).

SETDA CLP - 02.02.09.01 : SOP Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa [Metode Pascakualifikasi)

SETDA CLP - 02.02.09.02 : SOP Pengumuman Lelang dan
Penerimaan Dokumen Penawaran.

4) Bagian Umum Setda Cilacap

4
b.

.

SETDA CLP - 03.01.01.01 : SOP Pengelolaan Surat Masuk
Bupati Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.02 : SOP Pengelolaan Surat Keluar
Bupati Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.03 : SOP Pengelolaan Surat Masuk
Wakil Bupati Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.04 : SOP Pengelolaan Surat Keluar
Wakil Bupati Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.05 ; SOP Pengelolaan Surat Masuk
Sekda Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.06 : SOP Pengelolaan Surat Keluar
Sekda Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.07 : SOP Pengelolaan Surat Masuk
Asisten Sekda Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.08 : SOP Pengelolaan Surat Masuk
Bagian Umum Setda Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.09 : SOP Pengelolaan Surat Keluar
Bagian Umum Setda Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.10 : SOP Pengajuan Konsep Naskah
Dinas Bupati Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.11 : SOP Pengajuan Konsep Naskah
Dinas Wakil Bupati Cilacap

SETDA CLP - 03.01.01.12 : SOP Pengajuan Konsep Naskah
Dinas yang ditandatangani Sekda a.n Bupati

.SETDA CLP - 03.01.01.13 : SOP Pengajuan Konsep Naskah

Dinas yang ditandatangani Asisten a.n Bupati

. SETDA CLP - 03.01.01.14 : SOP Pengajuan Konsep Naskah

Dinas Sekretaris Daerah
SETDA CLP - 03.01.01.15 : SOP Pengajuan Konsep Naskah
Dinas Kepala Bagian Umum Setda Cilacap

. SETDA CLP - 03.01.02.01 : SOP Pengiriman Berita

Faksimile dan Radio

SETDA CLP - 03.01.02.02 : SOP Penanganan Berita
Faksimile dan Radio

SETDA CLP - 03.01.03.01 : SOP Penyediaan Alat Tulis
Kantor

SETDA CLP - 03.01.04.01 : SOP Penyediaan Barang Cetak
dan Penggandaan

SETDA CLP - 03.01.05.01 : SOP Penvediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor

. SETDA CLP - 03.01.05.02 : SOP Penggunaan Gedung dan

Ruang Rapat
SETDA CLP - 03.01.05.03 : SOP Pinjam Pakai peralatan
dan perlengkapan kantor

. SETDA CLP - 03.01.05.04 : SOP Permintaan Kebutuhan

Akomodasi Tamu
SETDA CLP - 03.01.06.01 : SOP Penyediaan Makanan dan
minuman rapat, tamu, harian



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

y. SETDA CLP - 03.01.07.01 : SOP Permintaan biaya
Perjalanan Dinas Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah

z. SETDA CLP - 03.02.01.01 : SOP Pemeliharaan Peralatan
Kantor dan Perlengkapan Gedung kantor

aa. SETDA CLP - 03.02.01.02 : SOP Permintaan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas

bb. SETDA CLP - 03.02.01.03 : SOP Permintaan Perbaikan
dan Pemeliharaan Gedung Kantor

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU wajib diterapkan sebagai acuan dalam
melaksanakan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan masyarakat bagi pelaksana SOP.

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU harus secara terus menerus
dipantau melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP
sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Cilacap




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

NOMOR 061/025%% /10/2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
CILACAP

CILACAP

PEMERINTAH KEABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

NOMOR SOP :ol/ W/ \of2020 |

TGL. PEMBUATAN |: 24 &pxi| 2040

TGL. REVISI : 24 Aprt! 2020

TGL. EFEKTIF . 4 Lpdl 020
P e

SETDA CLP - 01.03.09.01
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18
TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA

DAERAH.
2. PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2020
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. MEMILIKI KEMAMPUAN PENGOLAHAN
DATA SEDERHANA

. MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT KERJA SAMA
DAERAH DAN SUBSTANSI POKOK

KESEPAKATAN BERSAMA (KSB) KERJA
SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

TENTANG TATA CARA KERJA SAMA KERJA SAMA
DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN | 3. MENGETAHUI TUGAS DAN FUNGSI
KERJA SAMA DAERAH DENGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN |
PIHAK KETIGA. KERJA SAMA DAERAH.
4. MENGETAHUI TATA NASKAH DINAS.
B KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
LEVEL PETA PROSES BISNIS : 1. RENCANA KERJA ANGGARAN
ETD | 2. DRAFT KESEPAKATAN BERSAMA DAN
S A CLP - 01.03.09 PERJANJIAN KERJA SAMA
FASILITASI / PEMBENTUKAN | 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
| KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM TERKAIT SUBSTANSI KERJA SAMA
PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK 4. KOMPUTER/PRINTER/SCANER.
SOP LAIN : D AER
SOP FASILITASI PENYUSUNAN

 (KSDD)
| PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

APABILA SOP TIDAK DILAKSANAKAN
PELAKSANAAAN TAHAPAN KERJA SAMA
DAERAH DENGAN DAERAH LAIN TIDAK
SESUAI DENGAN

PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN |

DISIMPAN SEBAGAI DATA ELEKTRONIK DAN
MANUAL




Pelaksana Mutu Baku

' No Kegiatan Pe Ket

' Ka ; Persya Out

|

| 1;11{: subag Babag | Tim ratan Waktu put

| 1 | Menerima surat ' Surat, |1 menit | Diterima

| permohonan fasilitasi | [ draft nya
KSDD dari Perangkat PKS, Surat,

; Daerah pemrakarsa DPA, PKS,

i dilampiri draft KAK, KAK.

' Perjanjian Kerja KSB, |

I Sama (PKS), DPA dan lembar
Kerangka Acuan disp

! Kerja, KSB [ I osisi

:| 2 Mempelajarf Surat Surat, l-jam Tersam
Penawaran, draft draft paikan
PKS, KAK dan PKS, nya
meneruskan kepada KAK, draft
Kabag untuk lembar PKS ke
memperoleh arahan. dispo Kabag.

B sisi B
3 | Mempelajari Surat Draft 30 Dispo
Penawaran, draft tidak PKS, menit | sisi
PKS, KAK dan D lembar surat
memberikan disposisi dispo
untuk melaksanakan a sisi
rakor membahas
draft PKS dengan Tim
Koordinasi Kerja
Sama Daerah v
(TKKSD). 5
4 | Menentukan Dispo 1jam | Tersu

pelaksanaan rapat sisi, sunnya
pembahasan dan daftar undang
membuat undangan undang an rakor
kepada Tim Teknis an
TKKSD, Perangkat |::| -
Daerah terkait dan
pemrakarsa .

5 | Penomoran, Undan |2jam | Terdistri
penggandaan dan gan businya
pendistribusian ﬁ rakor, undang
undangan rapat daftar an
koordinasi. undang rakor.

an
6 | Melaksanakan rapat Draft 2 jam | Terlaksa

{ koordinasi membahas final nanya

’ draft PKS. >[ 1| PKS rakor
memba
has
draft
PKS.




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pe Ka Ka Persya | Waktu Out Ket
laks | su bag ratan put
S ana | bag
7 | Mencetak naskah Catatan 1 jam | Tersusun
final KSB dan penting nva
membuat Nota ' rakor notulen
dinas/rekomendasi rakor,
TKKSD, dan Surat Q Nota
Kuasa kepada Bupati dinas,
untuk ditandatangani surat
| kuasa
8 | Berkoordinasi dengan PKS, dan |1 jam | Tersusun
Perangkat Daerah Surat nya PKS
pemrakarsa untuk ra— Kuasa
melaksanakan
penandatanganan
PKS a |
9 | Melakukan Buku 10 Arsip
penomoran dan = agenda menit | semua
mengarsipkan semua nomeor, dokumen
dokumen. penyimpa tersimpan
n dengan
. - dokumen baik.
Catatan :

Pada langkah nomor 2 apabila KSB belum ada maka permohonan dikembalikan untuk
diajukan fasilitasi KSB dengan SOP Fasilitasi KSB, apabila anggaran PKS belum
teranggarkan maupun membebani masyarakat perlu ditempuh persetujuan DPRD.




CILACAP

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

NOMOR SOP 7% w/\o/2020 |
TGL. PEMBUATAN ﬁcpﬁ'. 2020
TGL. REVISI Ayl 2020
TGL. EFEKTIF :14 }Rwﬂ 2020

SETDA CLP - 01.03.09.02
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)

DASAR HUKUM

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18
TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA
DAERAH.

. PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA
DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN
PIHAK KETIGA.

]

KUALIF IKAS] PELAKSANA

L.

2:

. MENGETAHUI

. MENGETAHUI TATA NASKAH DINAS.

MEMILIKI KEMAMPUAN PENGOLAHAN
DATA SEDERHANA

MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT KERJA SAMA
DAERAH DAN SUBSTANSI POKOK
KERJA SAMA

TUGAS DAN FUNGSI
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN |
KERJA SAMA DAERAH.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

LEVEL PETA PROSES BISNIS :
SETDA CLP - 01.03.09

FASILITASI ! PEMBENTUKAN
KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM
PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

SOP LAIN :

SOP FASILITASI PENYUSUNAN
KESEPAKATAN BERSAMA (KSB) KERJA
SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
(KSDPK])

. RENCANA KERJA ANGGARAN
. DRAFT KESEPAKATAN

BERSAMA DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT SUBSTANSI KERJA SAMA

. KOMPUTER/PRINTER /SCANER.

ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

APABILA SOP TIDAK DILAKSANAKAN
PELAKSANAAAN TAHAPAN KERJA SAMA
DAERAH DENGAN DAERAH LAIN TIDAK
SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

DISIMPAN SEBAGAI DATA ELEKTRONIK DAN

MANUAL




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pela | Ka. Ket
ksa | Suba aa Tim FETETR Waktu Rt
bag ratan put
_na g -

1 | Menerima surat Surat, 1 Diterima
permohonan fasilitasi D : draft PKS, | menit | nya Surat,
KSDPK dari DPA, PKS, KAK.
Perangkat Daerah KSB,
pemrakarsa/Pihak lembar
Ketiga dilampiri draft disposisi
Perjanjian Kerja
Sama (PKS), DPA dan
KSB

2 | Mempelajari Surat B tidak Surat, 1 jam | Tersam
Penawaran, draft draft PKS, paikannya
PKS, dan [:_I KAK, draft PKS
meneruskan kepada - lembar ke Kabag.
Kabag untuk disposisi
memperoleh arahan.

3 | Mempelajari Surat Draft 30 Disposisi
Penawaran, draft PKS 4 PKS, menit | surat
dan memberikan i lembar
disposisi untuk <> disposisi F
melaksanakan rakor
membahas draft PKS
dengan Tim
Koordinasi Kerja
Sama Daerah
[TKKSD). %

4 | Menentukan Disposisi, | 1 jam | Tersusunn
pelaksanaan rapat daftar ya
pembahasan dan m undangan undangan
membuat undangan rakor
kepada Tim Teknis
TKKSD, Perangkat
Daerah terkait dan
pemrakarsa/Pihak
Ketiga. s

5 | Penomoran, Undanga |2 jam | Terdistribu
penggandaan dan ﬁ n rakor, sinya
pendistribusian daftar undangan
undangan rapat undangan rakor.
koordinasi.

| 6 | Melaksanakan rapat > [__]| Draft final | 2 jam | Terlaksana
koordinasi membahas PKS nya rakor

draft PKS. membahas
draft PKS.




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pela | Ka. f Ket
ksa |Suba| X2 |Tim | P92 |y | Out
na g bag ratan put
| 7 | Mencetak naskah Catatan 1 jam | Tersusunn
final PKS dan i penting ya notulen
membuat Nota :I ) rakor rakor, Nota
dinas/rekomendasi dinas,
TKKSD, dan Surat surat
Kuasa kepada Bupati kuasa
untuk ditandatangani
8 | Berkoordinasi dengan PKS, dan | 1jam | Tersusunn
Perangkat Daerah Surat yva PKS
pemrakarsa untuk Kuasa
melaksanakan
penandatanganan
PKS _
9 | Melakukan Buku 10 Arsip
penomoran dan agenda menit | semua
| mengarsipkan semua =2 nomeor, dokumen
dokumen. penyimpa tersimpan
n dengan
. | dokumen baik.
Catatan :

Pada langkah nomor 2 apabila KSB belum ada maka permohonan dikembalikan untuk
diajukan fasilitasi KSB dengan SOP Fasilitasi KSB, apabila anggaran PKS belum
teranggarkan maupun membebani masyarakat perlu ditempuh persetujuan DPRD



CILACAP

PEMERINTAH KEABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SETDA CLP - 01.03.09.03

NOMOR SOP x(.uf/ lof 2020 |
TGL. PEMBUATAN _‘l 2020 '
TGL. REVISI | 2020
TGL. EFEKTIF M [ | 2020

“PARID MA'RUF, S.T. M.M.
3&2 198607 1 002

‘1‘:..":‘;«-""

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENYUSUNAN NOTA KESEPAKATAN (NK)
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18
TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA
DAERAH.

2. PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA
DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN
PIHAK KETIGA.

L.

X

MEMILIKI KEMAMPUAN
DATA SEDERHANA

MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT KERJA SAMA

DAERAH DAN SUBSTANSI POKOK
KERJA SAMA
MENGETAHUI TUGAS DAN FUNGSI

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KERJA SAMA DAERAH.
MENGETAHUI TATA NASKAH DINAS.

KETERKAITAN

LEVEL PETA PROSES BISNIS :
SETDA CLP - 01.03.09

FASILITASI / PEMBENTUKAN
KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM
PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

SOP LAIN :

. PERATURAN

PENGOLAHAN |

'PERALATAN/PERLENGKAPAN

: RENCANA KERJA ANGGARAN
. DRAFT KESEPAKATAN BERSAMA DAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT SUBSTANSI KERJA SAMA
KOMPUTER,/PRINTER/SCANER.

ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

APABILA SOP TIDAK DILAKSANAKAN
PELAKSANAAAN TAHAPAN KERJA SAMA
DAERAH DENGAN DAERAH LAIN TIDAK
SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

DISIMPAN SEBAGAI DATA ELEKTRONIK DAN |
MANUAL




Pelaksana Mutu Baku
la| Ka. | Kaba | Tim | Persyarat | Waktu Out
No Kegiatan k| Sub g an put Ke
s ag t
a
n
a

1 | Menerima surat — Surat, 1 Diterima
permohonan atau draft NK, | menit | nya Surat,
jawaban persetujuan KAK, NK, KAK.
Nota Kesepakatan lembar
(NK) dari disposisi
Kementerian/Lembag
a

2 | Mempelajari Surat > Surat, 1jam | Tersampai |
Penawaran atau draft NK, kannya
jawaban, draft NK, ] KAK, draft NK ke
KAK dan meneruskan lembar Kabag.
kepada Kabag untuk disposisi
memperoleh arahan.

3 | Mempelajar Surat Draft NK, | 30 Disposisi
Penawaran, draft NK, [ lembar menit | surat
KAK dan i disposisi
memberikan disposisi e
untuk melaksanakan
rakor membahas
draft NK dengan Tim |
Koordinasi Kerjasama
Daerah [TKKSD).

4 | Menentukan . Disposisi, | 1 jam | Tersusun
pelaksanaan rapat daftar nya
pembahasan dan = undangan undangan
membuat undangan rakor
kepada Tim Teknis
TKKSD, Perangkat
Daerah terkait dan
pemrakarsa . i

5 | Penomoran, Undang 2 jam | Terdistribu
penggandaan dan an rakor, sinya
pendistribusian daftar undangan
undangan rapat undangan rakor,
koordinasi.

6 | Melaksanakan rapat —— > =] Draft final | 2 jam | Terlaksana
koordinasi membahas NK nya rakor
draft NK. membahas

draft
kerjasama.




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pela | Ka. Ket
ksa [Suba| 2 |Tim | PO |grape| Out
an 2 bag ratan put
7 | Mencetak naskah Catatan 1 jam | Tersusun
final NK dan penting nya
membuat Nota m rakor notulen
dinas/rekomendasi rakor, Nota
TKKSD kepada dinas
Bupati untuk
ditandatangani
8 | Pengajuan Draf final | 1 jam | Tersusun |
Penandatanganan NK, Nota nya NK
Naskah NK kepada [ 1| Koreksi
Bupati dan 1 | dan Nota
Kementerian / Dinas
Lembaga |
9 | Melakukan Buku 10 | Arsip
penomoran dan 2 agenda menit | semua
mengarsipkan semua - nomeor, dokumen
dokumen. penyimpa tersimpan
n dengan
dokumen baik.




F i

NOMOR SOP C&/ W/ 0/ 2020 |
‘TGL. PEMBUATAN - 24 Ap| 2020

TGL. REVISI 1A Bpd\ 200

TGL. EFEKTIF 4

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SETDA CLP - 01.03.09.04
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA (KSB)
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPEK)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18| 1. MEMILIKI KEMAMPUAN PENGOLAHAN
TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DATA SEDERHANA
DAERAH. 2. MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-

2. PERATURAN MENTERI DALAM UNDANGAN TERKAIT KERJA SAMA
NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2020 DAERAH DAN SUBSTANSI POKOK
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA KERJA SAMA ,
DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN | 3. MENGETAHUI TUGAS DAN FUNGSI
KERJA SAMA DAERAH DENGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PIHAK KETIGA. KERJA SAMA DAERAH.

4, MENGETAHUI TATA NASKAH DINAS.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

LEVEL PETA PROSES BISNIS : 1. RENCANA KERJA ANGGARAN
| 2. DRAFT KESEPAKATAN BERSAMA DAN
| SETDA CLP - 01.03.09 PERJANJIAN KERJA SAMA

FASILITASI / PEMBENTUKAN | 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK g EEEPUTER;PRINTER! BCANER.

SOP LAIN :

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN |

APABILA SOP TIDAK DILAKSANAKAN | DISIMPAN SEBAGAI DATA ELEKTRONIK DAN l
PELAKSANAAAN TAHAPAN KERJA SAMA | MANUAL

DAERAH DENGAN DAERAH LAIN TIDAK
SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN i




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pela | Ka. Ket
& ksa | Suba Kaba Tim Persyarat Wali Out
g an put
I na 4 :

1 | Menerima surat Surat, 1 Diterima
permohonan fasilitasi m,ﬁ: draft menit | nya Surat,
KSDD dari Perangkat KSB, KSB, KAK.
Daerah/ Pihak Ketiga KAK,
pemrakarsa dilampiri lembar
draft Kesepakatan disposisi
Bersama (KSB) dan
Fisiability Study
(FS)/Kerangka Acuan
Kerja (KAK)

2 | Mempelajari Surat > Surat, 1jam | Tersampai
Penawaran, draft draft kannya
KSB, KAK dan J KSB, draft KSB
meneruskan kepada KAK, ke Kabag.
Kabag untuk lembar
memperoleh arahan. disposisi

3 | Mempelajari Surat Draft 30 Disposisi
Penawaran, draft 3 KSB, menit | surat
KSB, KAK dan b lembar
memberikan disposisi <> disposisi
untuk melaksanakan
rakor membahas

| draft KSB dengan Tim
Koordinasi Kerjasama
Daerah (TKKSD).

4 | Menentukan '&' Disposisi, | 1 jam | Tersusun
pelaksanaan rapat daftar nya
pembahasan dan [ 1] undangan undangan
membuat undangan rakor
kepada Tim Teknis
TKKSD, Perangkat
Daerah terkait dan
pemrakarsa . R

5 | Penomoran, Undang 2 jam | Terdistribu
penggandaan dan ]j an rakor, sinya
pendistribusian daftar undangan
undangan rapat undangan rakor.
koordinasi.

6 | Melaksanakan rapat 4ok | Draft final | 2 jam | Terlaksana
koordinasi membahas KSB nya rakor
kesesuian FS/KAK, ] membahas
draft KSB. draft

: kerjasama.




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pela | Ka. Ket
ksa | Suba Kaha Pergys Waktu St
g ratan put
o na g ) o
7 | Mencetak naskah Catatan 1 jam | Tersusun
final KSB dan penting nya
membuat Nota rakor notulen
dinas/rekomendasi rakor
TKKSD kepada [ ]
Bupati untuk
ditandatangani
8 | Pengajuan Draf final Tersusun
Penandatanganan KSB, nya KSB
Naskah Kesepakatan > Nota
Bersama kepada Koreksi
Bupati dan Pihak dan Nota
Ketiga Dinas
9 | Melakukan Buku 10 Arsip
penomoran dan - agenda menit | semua
mengarsipkan semua L] nomeor, dokumen
dokumen. penyimpa tersimpan
n dengan
dokumen baik.




NOMOR SOP .:?E/ W/ o/ 2020
TGL. PEMBUATAN * 24 ApPn| 2020
TGL. REVISI - 24 K| 2000
| TGL. EFEKTIF - 34 k| 2020

PEMERINTAH EABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SETDA CLP - 02.01.

STANDAR OPERASIONAL PROS (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
_ DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
| 1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN| 1. MEMILIKI KEMAMPUAN |
| 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGOLAHAN DATA
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. SEDERHANA

| 2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2014 | 2. MEMAHAMI PERATURAN
’ TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PERUNDANG-UNDANGAN

INSTANSI PEMERINTAH. TERKAIT KERJA SAMA
3. PERATURAN MENTERI PAN & RB NOMOR 53 DAERAH DAN SUBSTANSI
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS POKOK PENYUSUNAN

PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI
DAN TATA CARA REVIEU ATAS LAPORAN PEMERINTAH (LKJIP)

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 3. MENGETAHUI TUGAS DAN

4. PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 FUNGSI TENTANG TATA CARA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PENYUSUNAN LAPORAN
MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2017- KINERJA INSTANSI
2022. PEMERINTAH (LKJTP)

5. PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 4. MENGETAHUI TATA NASKAH
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DINAS.

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN CIALCAP

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

LEVEL PETA PROSES BISNIS : 1. RENCANA KERJA ANGGARAN |
. 2. DRAFT LAPORAN KINERJA |
SEEIN ChE - D 0L00; INSTANSI PEMERINTAH |
FASILITASI / PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR (LKJIP) |
DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK | 3. PERATURAN PERUNDANG- |
SUBSTANSI KERJA SAMA
SOP PENGELOLAAN DATA/ PENGUKURAN KINERJA | 4 KOMPUTER/PRINTER/
AKUNTABILITAS KINERJA SCANER.
5. ATK
PERINGATAN - PENCATATAN DAN PENDATAAN

- DISIMPAN SEBAGAI DATA |
ELEKTRONIK DAN MANUAL




ND)|

URAIAN PROSEDUR

BUPATI

SEKDA AS5 EKBANG

Kasubbag

- Perencanaan

Pelaksana

Menerima surat Bupati perihal penyusunan LEjIP, kemudian
mendisposisi surat.

Mempelajari isi surat kemudian mengarahkan Kasubbag Perencanaan sesuai
arahan Kepala Dinas dan memproses lebih lanjut.

Menerima tugas untuk menyusun bahan materi dari masing-masing bidang di
fingiongan dinas untuk menyusun LKEP, dengan menganalisis dats reafisysi
dar target yang ditetapkan dalam RKT dan PK beserta hasil penghitungannya,
selanjutnya menugaskan pelaksana.

Melakukan hal-hal berikut :
a. Menginput data realisas| kegiatan dan kinerja menggunakan form
Pengukuran Kinerja.
b. Menghitung nilai capaian kinerja masing-masing KU dengan
menggunakan rumus secara tepat.
¢. Menganalisis dan mengevaluasi data untuk bahan penyusunan narasi,
d. Menyampaikan draft narasi LKJiF untuk direviu bersama.

IMemeriksa draft dan menyampaikan ke Sekretaris Daerah untuk
dilakukan pembahasan bersama.

Melakukan pembahazan bersama dengan masing-masing bidang terkait
MEnEEnEi
a. Realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tashun
n.
b. Ketepatan penggunaan rumus penghitungan nilai

Menindaklanjuti hasil reviu untuk dijadikan draft akhir LKIP. Dan membuat
Surat Pengantar Dinas kepada Sekretariz Dinas Up. Kabag Organisasi perihal
LEJP Disdikpora Tahun n.

i,

Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJIP,

Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKIIP.

10

Menerima dan Mmenandatangani LEXP Tahun n dan Surat Pengantar.




PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH

NOMORSOP O/ W/i0/2020 |

TGL. PEMBUATAN =74 il 9070

TGL. REVISI -44 JQ?ID ]
£ ) |

KABUPATEN CILACAP

% \NIP, 19/52{}322 198607 1 002

SETDA CLP - 02.01.06.02

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DATA/ PENGUKURAN KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA

DASAR HUKUM

. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 |

TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
INSTANSI PEMERINTAH.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH.

PERATURAN MENTERI PAN & RB NOMOR 53 TAHUN
2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA

DAN KINERJA

REVIEU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH.

. PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGEKA

MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2017-2022.

. PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LIMNGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIALCAP

. KEPUTUSAN BUPATI CILACAP KABUPATEN CILACAP

NOMOR
PENETAPAN

050/3161/14/TAHUN
RENSTRA

2018
KECAMATAN

TENTANG
SIDAREJA

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017-2022

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. MEMILIKI

. MENGETAHUI TUGAS

. MENGETAHUI TATA

KEMAMPUAN
PENGOLAHAN DATA
SEDERHANA !

. MEMAHAMI

PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
KERJA SAMA
DAERAH DAN
SUBSTANSI POKOK
PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA |
INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)

DAN FUNGSI
TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)

NASEKAH DINAS.

KETERKAITAN

LEVEL PETA PROSES BISNIS :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. RENCANA KERJA ANGGARAN

SETDA CLP - 02.01.06. 2. DRAFT  LAPORAN  KINERJA
FASILITASI / PEMBENTUKAN KERJASAMA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
ANTAR DAERAH DALAM PENYEDIAAN | 3. PERATURAN PERUNDANG-
PELAYANAN PUBLIK UNDANGAN TERKAIT SUBSTANSI
SOP LAIN : KERJA SAMA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI| 4. KOMPUTER/PRINTER/ SCANER.
PEMERINTAH (LKJIP) 5. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

DISIMPAN
ELEKTRONIK DAN MANUAL

SEBAGAI DATA




NO URAIAN PROSEDUR

BUPAT| SEKDA ASS EKBANG

 KABAG

Kasubbag

DATA INTERNAL :

1

Memberikan perintah untuk mengumpulan data sesuai baseline data
dinas yang telah ditetapkan

Mempelajari perintah dan kemudian mengkoordinir pelaksanaan
pengumpulan data oleh semua bidang

"L 1

Menerima tugas untuk menyusun bahan materi dari masing-masing bidang di
Iingkungan dinas [ masing-masing bidang menyerahkan data kepada Kasubag
Perencanaan ), dengan :

a. Mencatat perolehan data menggunakan Instrumen yang telah ditetapkan
secara berkala

b. menganalisis data realisasi dan target

Melakukan hal-hal berikut :
a. Menginput data realisasi kegiatan dan kinerja mengzunakan form
Pengukuran Kinerja.
b. Menghitung nilai capaian kinerja masing-masing KU dengan
menggunakan rumus secara tepat.
. Mengkompilasl, merangkum,menganalisis dan mengevaluasi data.
d. Menyampaikan hasilnya kepada kasubag perencanaan.

2. Menyimpan data yang telah diolah dalam bentuk softcopy maupun
hardcopy

a. menganalisis dan mengevaluasi data

b. Memeriksa dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas. Apabila terjadi
kesalahan , maka dikembalikan ke pelaksana dan dikoordinasikan
dengan bidang lain. Sampai data valid.

. Menyimpan data valid yang selanjutnya digunakan untuk
penyusunan laporan

benar

f_J_:_IJ
Salah |
= Bl

o—t

4

a. Sekretaris memeriksa dan menggunakan data untuk
keperiuan LKjIP
b. Menyimpan data

Menerima dan menandatangani serta menggunakan data untuk mengambil
kebijakan




URAIAN PROSEDUR

BUPATI

SEKDA | ASS EKBANG

Pelaksana

DATA EKSTERMNAL :

1

Membuat surat permintaan data ke pihak luar dinas sesuai dengan
apa yang dibutuhkan

Menandatangani ( surat terkirim
Menerima surat dari pihak luar terkait data yang diperiukan, kemudian
mendisposisi surat.

Mempelajari isi surat kemudian mengarahkan Kasubbag Perencanaan sesuai
arahan Kepala Dinas dan memproses lebih lanjut,

a. Mencatat perolehan data menggunakan instrumen yang telah
ditetapkan secara berkala

b. menganalisis data realisasi dan target yang ditetapkan dalam RET dan
PK beserta hasil penghitungannya, selanjutnya menugaskan pelaksana,

Melakukan hal-hal berikut :
a. Menginput data realisasi kegiatan dan kinerja menggunakan form
Pengukuran Kinerja.
b. Menghitung nilal capaian kinerja masing-masing IKU dengan
menggunakan rumus secara tepat.
€. Mengkompilasi, merangkum,menganalisis dan mengevaluasi data.
d. Menyampaikan hasilnya kepada kasubag perencanaan.

menganalisis dan mengevaluasi data

. Memeriksa dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas. Apablla terjadi
kesalahan , maka dikembalikan ke sekretaris untuk dikoordinasikan
dengan sumber data.

© Menyimpan data valid yang selanjutnya digunakan untuk

penyusunan laparan
d. Memeriksa draft dan menyampaikan ke Sekretarls Dinas untuk
dilzkukan pembahasan bersama.

o

bena

=1 Salah
; ]

Melakukan pembahasan bersama dengan masing-masing bidang terkait

mengenal -

a. Realisasi dari target yang telsh ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun n.

b. Ketepatan penggunaan rumus penghitungan nilai

Menindalklan juti hasil reviu untuk dijadikan draft akhir LKP. Dan membuat

surat Pengantar Dinas kepada Sekretaris Dinas Up. Kabag Organisasi perihal
LKJiP SKPD.. Tahun n.

Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJiP Tahun n.

10

Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJiP Tahun n.

11

Menerima dan menandatangani LKJiP Tahun n dan Surat Pengantar.

12

Menerima LESiP SKPD.. Kabupaten Cilacap




NOMOR SOP L 07 /WNH\Of 2020

TGL. PEMBUATAN - 14 Aptll 2o7¢

TGL. REVISI ~ FA_ o\ 2ose i
- A Apr| 2000

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

) M.M.
9620322 198607 1 002

NIP. 1

SETDA CLP - 03.01.01.01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN SURAT MASUK
KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96
TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
. PERATURAN MENTERI
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI |
BIROKRASI NOMOR 35 TAHUN 2012 |
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR |
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI |
PEMERINTAHAN.

2.

PENDAYAGUNAAN |

KETERKAITAN

LEVEL PETA PROSES BISNIS :
SETDA CLP - 03.01 1
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN '
SOP LAIN :

SOP TERKAIT PENGELOLAAN SURAT PADA
MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

PERINGATAN

ok

. MEMILIKI KEMAMPUAN
PENGOLAHAN DATA SEDERHANA

. MEMAHAMI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PENGELOLAAN SURAT

. MENGETAHUI TUGAS DAN

FUNGSI TENTANG PENGELOLAAN

SURAT

MENGETAHUI TATA NASKAH

DINAS.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

| 1. KOMPUTER/PRINTER,/ SCANER,

2. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

DISIMPAN SEBAGAI DATA
ELEKTRONIK DAN MANUAL




| PELAKSANA MUTU BAKU
WAK
NO KEGIATAN
startu | KASRAC | kaBAG | SEKDA |BUPATI|  KELENGKAPAN TU | OUTPUT
(menit}
Menerima surat . : ];:hﬂ:‘i:tcr
masuk ke Bupati {" START ') T
- Aplikasi e-letter
1 dan memasukan LRt 1 =
ke aplikasi E- s
Lattae - Kertas pink
- stopmap
2 — — Komputer Surat
Surat dibuatksn — Prnnter 1 dengan
lembar disposisi lembar
disposisi
S — Aplikasi e-letter Surat
nmtn?nng proses . gy i
3 pengajuan surat 1 feisiibiag
ke Bupati b il déspnsisi
= Lembar disposisi
— ¥ - Surat Surat
4 Mengajukan - Lembar disposisi dengan
surat ke Bupati lembar
1 disposisi
— Surat
Proses penerapan — Lembar disposisi
a5 kebijakan
terhadap isi surat
Pemilahan Surat - Surat Surat
¢ | yangtelah diberi * - Lembar disposisi |, dengan
disposisi oleh lembar
Bupat disposisi
Tindak lanjut h 4 — Surat Surat
4 surat sesuai @ — Lembar disposisi i dengan
dengan is1 lembar
disposisi disposisi
JUMLAH 6 menit




NOMOR SOP Y &8 W10 2020
‘TGL. PEMBUATAN - 24 April 2020
TGL. REVISI =24 Agrl 2020
TGL. EF‘EKTIF‘ ___.wc_,éqlﬁ__:lelo

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP | | = “7ln
SEKRETARIAT DAERAH . RID, MA”
KABUPATEN CILACAP _NIP. 19620322 198607 1002

SETDA CLP - 03.01.01.01
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN SURAT KELUAR
KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 | 1. MEMILIKI KEMAMPUAN
TENTANG PELAYANAN PUBLIK PENGOLAHAN DATA SEDERHANA
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96| 2. MEMAHAMI PERATURAN
TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TERKAIT PENGELOLAAN SURAT
TENTANG PELAYANAN PUBLIK 3. MENGETAHUI TUGAS DAN
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI FUNGSI TENTANG PENGELOLAAN |

NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR SURAT
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN | 4. MENGETAHUI TATA NASKAH
PEMERINTAH PROVINSI DAN DINAS.
KABUPATEN/KOTA

4. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRAS] NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
LEVEL PETA PROSES BISNIS : 1. KOMPUTER/PRINTER/ SCANER.
SETDA CLP - 03.01 2. ATK
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
SOP LAIN :

SOP TERKAIT PENGELOLAAN SURAT PADA
MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

= DISIMPAN SEBAGAI DATA

ELEKTRONIK DAN MANUAL |
[




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
starTu |FASUBAG jqioten | sEkDA | BUPATI |  KELENGKAPAN | o'l | OUT PUT
(memnit)
1 Menerima draft surat I Draft Surat Keluar 1 -
keluar yang siap START =1
dimmtakan asman
2 Mengorelksi surat keluar Draft Surat Keluar 1 Draft
Surat
Keluar
3 Memerniksa dan Dralt Sural Keluar 1
memberikan _*I
fieriul
E Paraf menvetujui dan Draft Surat Keluar 1 Draft
atau merckomendasi | {bila masih maju Surat
tanda tangan lagi) / surat Keluar/
keluar bila ttd Surat
asisten keluar
5 Paraf menyetujui dan — Draft Surat Keluar 1 Draft
atau merekomendasi [/ (bila masih maju Sural
tanda tangan Bupati) Keluar,
Surat
- Surat keluar bila e
tid Sekda
o Tanda tangan surat Surat keluar hila 1 Surat
keluar ttd Bupati Keluar
¥ Pemberian nomor dan Surat keluar bila 2 Surat
penyerahan surat keluar ttd Bupati/Sekda Keluar
ke pemohon
JUMLAH 8 MENIT




NOMOR SOP = 09 ﬁ v /10(2020

TGL. PEMBUATAN -4 ApT| 2020

TGL. REVISI ~ 24 A\ 2020

PEMERINTAH KEABUPATEN CILACAP :i' f
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN CILACAP N

TGL. EFEKTIF

SETDA CLP - 03.01.01.03
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN SAMBUNGAN TELEPON

- DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96
TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
| 3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
| PEMERINTAH PROVINSI DAN
' KABUPATEN/KOTA
4. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI

1. MEMILIKI KEMAMPUAN
PENGOLAHAN DATA SEDERHANA

2. MEMAHAMI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PENGELOLAAN SURAT

3. MENGETAHUI TUGAS DAN
FUNGSI TENTANG PENGELOLAAN
SURAT

4. MENGETAHUI TATA NASKAH
DINAS.

| PEMERINTAHAN.
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
' LEVEL PETA PROSES BISNIS : KOMPUTER/PRINTER,/ SCANER.

| SETDA CLP - 03.01
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
SOP LAIN :

ATK

Server PABX NS 1000
PESAWAT TELEPON TRO
JARINGAN TELEPON

BUKU PANDUAN TELEPON
BUKU PELAYANAN TELEPON

o B A A

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

DISIMPAN SEBAGALI DATA
ELEKTRONIK DAN MANUAL




PELAKSANA MUTU BAKU
KASU OPERA
NO KEGIATAN PELAK = TOR WAKTU
B : UT PUT
SANA e Fenl TELEPO {menit) ©
TU N
1| Telepon Permohonan _ | — 1 =
peyambungan telepon tujuan STMT__‘_}‘—
lertentu
2 | Meminta petunjuk apabila 1 Pelayanan
diperlukan _P{ telepon
3 Mencatat pada buku layanan 1 Pelayanan
telepon telepon
4 Penyambungan telepon 1 Pelayanan
telepon
5 | Permohonan tersambung 1 Pelayanan
dengan telepon pemohon 0 telepon

7 menit




SOP PENYUSUNAN RENGANA LMUM PENGADAAN (RUIP)

st s b L Kepala ULP | SelaeaiiatULP | PokpU® | W o i
1 [Maryisun dokumen rencana umum pengadaan I 1 1. Caftar hasil Tbuan (1. Dokuman Chakurnen LS
(FLUIF) basarta kelangkspannya; mengumumian | iedmniifi ks tersisun dan v lipuati:
RLIP ata Website KLPamdal, Papan s | l kebutuhan diurumian gada |1, Dokumen KAK
Pangumuman Riesr, dan Poral Pangadaan | 2. Stardar Beaya Wabsite 2. Dokumen RAB
Masdonal: sertn menstapkan arganisas| | Masucan Keluaran KiLPemdal, Papan
pangadaan | 3. Daluman RUP, Pengumumran
W ebraite Ragsmi, dan Portal
K/L'Pamdall. Papan Pengadaan
Pangumumasn asional
Rasmi, don Portal 2 5K PPK, 8K
Pangadaan Pajabat
PMasicnal Pengadaan, 5K
4. Daftar papaval Arggota Pakje, 5K
yang memenuhi PPHE, SK Tim
perzvaratan unbuk Talinls
manjabat &
orgareaash
pengadaan
¥ [Manyerahkan dokumen RUF kepada: o VI 1, Dokumen RUP | 1harl  |Dekumen rancana  |Dokuman RUP
® Pejabat Pambist Komitmen (PR dan 12, Dokumen umrm pergadaan | maliput:
b. Kepala ULP, e Roncana Kora dan diserahkan kepada |1. Dakuman KAK
e Anggaran (REA) IPPK dan Kegala |2, Dokuman RAB
i l dari KILTN LLP
T3 |1 Manerma dokumen BOP kemudian == 1 e P =y R . [y 1. Dokumen RUP Fharl 1. Dokumen RUP  |Panghajian uang RLIP |
| manatapkan apakah diperiukan rapat koordinas| 2, BK Angpata ditwrima dilakukan atas;
kaji ulang RUP, Pakja 2. Undangan rapat |1 Kebljkan Lrmam
a) ke dipatubon rapat keordinas) maka %, Disposisi daftar koordinasl kaji Pangadaan
mamdapkan dan mendisthbusiken surat [ + nama calon Foka uang RLP 2. Rancana
uneangan, stau E:' yang difunjuic terdistribusl, stau  |Penganggaran Baya
&) Jika lidak diperlukan rapat keardinasi maka Infzemast idak Pangadaan
e nginformeslkannya kepads Sekratarisl, ’_<> dipeduban repal |3 KAK
terzampalikan
2. Manerima dokuman RUP kernidian o | kupada Sekretshat
menugasian Sekoatarat untuk membuat surst . | |3, Dokuman RUP
hugaa ains Pakg yang diturjuk dan | terdisposisi kapadn
mendisposiskan dokuman RUP kepada | Sekratariat
Sabcratariat,
@ Wonefimn dapoaisl, manyinpkan surt ugas T Lembardisgosisl 1 had |1 Cllaposisi ==
'Pakjn dan mengimentanisast dokumen RUP, serta 2, Dakumen RUF | ditarima
manesima darl PPE: ¥ 3. Undangan rapat 2. Sumat tugas Palga |
a. undangan rapat koordinasi ke Wang RUP atay e hoordinasi kaj 3. Dokumen RUP |
b. irformasl babwa teak diparukan rapast g ulmng RUF terimmntarisasi
keardinasl kaji ulang RUP A, LUindangan rapal
b kaordinas kg
ulang RUR!
linformasi bshawa
bk acia rapat
diterima




Aktivitas

e S T Wakio | Dumput
Ienyarnpalikan kepada Pokja: T, Saknan surat Thar  Salinan surat fgas
&. Galinan suref tugas Fokja; ? tugas Pakia Pokja., dokumen
b. Dokuman RUP; dan 2. Dokumen RUP |RUP, dan irforras|
. Infarmasl bakwa tidak diperiukan rapat 3, Inforrnasi baknea tidnk adntidak
leaardinasi laj ulang RLIP | bidak diparlukan | digenukan rapat

| repat kaordinasi kaji tmrsampaikan
‘ ulang RUP
1, Menginwntarisas] indangan raped koordirasl 1. Undangan rapat 1harl 1. Undangan rapat
lafi ulang RUP serta J kaordinas kaj | ‘koordinasi kaji
2. menyampaikan kepada Pokja: alang RILE ularg RUP
o, salinan surat tugas Pokja, E-—-l'“ 2. $T-Hh|n surat :Hmrﬂrlhﬁﬂﬂl
b, dokumen RLUP; dan tugas Pakja 2. Salinan surat
c. galinan undangan rapat koordinasi ka)l Wang 3. Dakuman RLP tugas Pokia dan
RLIP dokumen RLUP sera
safinan Undangan
| rapat koordinas! kej
uiang RLUP
taraampaikan
| knpada Fokp
Wanenma: salinan surai higes Fokie den 1. Gadinan surat 1hari  Bahan rapalsurat
dakumen RLIP dan salinan undangan rapat! tugas Pakja |Usutan ada
informasi tidak dpartulan rapat koordinas: kaj 2. Dakuman RLP tidakrym Parubahan
ulkang RUP, kemudian: b |3 Sadnan RUP
&) Jka moenarima undangan rmaks manylapkan >_ undangan rapat!
ahan rapat dan meminta Sekrstarial informasi tdak
mamfasiktasi kebutuhan Pokja ULP. dipariukan rapat
&) Jika ticlak cadakan ropet kecrdinas! kefl ulang kaordinas kaj
FLUF maka mambuat surat usufan sda Bdaknya ulang RUF
Pembahan RUP dan menyampalkanmys ke
Kepala ULF,
Melaksanakan rapat keordinasi pengkagan ulang 1. Undangan rapat Tharl | Benta acars hasil
RLUP, sarta mambust baritn acern hasil rapai dan kocrdiras kaji parnbahasan kaj
manandatanganima ulang RUFP ulang RLIP
2. Dakuman RUP
) dan Cokumen RiA
3, Bahan rapat
vang dislapkan
| Pakia
- MMYYDISN 8L A DR TN A U300 ) f 7 Barita acaa hasll | Than |1, Salinan Barka

keardinasl kaji ilang RUP kepada PAKPA,
2. Menyarpadkan salinan banta acara hasil rapat
koardinasi kaji dang RUP kepada Seloatadat,

rapat koordinast kaj,
\ulang RLIP

acara hasil rapat
koordinas kgl
ulmng RLIF
disarahkan kepada
‘Sakiratanat

2, Balinan barita
acan hasi ropat
leacrdinasl kaji
ulang RLIP
diserahkan kapada
|PAKPA,




S S TP T IR C T S TS QLT TR gty TR o)
Mo i s -. % : . Peinleana ; oy  Keterangan |
5 M [ PAWPA | BRK | WepslWULF | SekiemratULP | PokjsULP m;v "“FE% = : iz
10 Hﬂmﬂnl Salinan banta acara hasi Iﬂ)ﬁ = ] nan 1 hari 4 Balinan hm |
kegrdinasl kaf uang RUP dar Poiga, kemudian E“-,j | s rapat acara hasil rapal
manginventarisasi, menyampaikan salinan | konrdinasi kaj koardinasi kaji
kepada Kepela LLP dan manyl mpan berita acarm ulang RUF Wang RUF diterima |
hasil rapat kaordinasi kaj uang RUP. | dari Pakg |
2. Salinan berita
| ncara hosil rapat
keardnesi kaji
| g RUP
| tenivsantanisas
71 |Menerima salinan bania acara hasil rapat linon berdin acarm® Tharl  Salinan bara scnm
keardinasl kaj ulang RUP dan Sekretariat. hasd rapak beasil repeat
:j koordirasi kaj koardinasl kajl
ulang RLIF uang RUP ditarima
dari Sekratarisd
12 [Menyampaikan cralf surat usulan perubahan RUP e — = R Draff surat usulan That  Oraft suratusulan
kapada Hapala ULP unbuk ditandatangans medalui parubahan RUF | parubahan RUP
Sekratarial, ditarira Kapala
[ I
13 |Mererima dan menandatangani dra® surat usulan I 1 surat usulan Than  |Draff surat usulan
Penbahan RUP, parubahan RLF panbahan RLIP
tertandatangarni
14 [Menglrentsnsasl, marylmpan, dan | ‘Burat usulan Thad  [Surst usulan
menyampaikan surat usutan penubahan RLP ynng parubahan RUP penibahan RLP
telah diandatangand Kepala ULF {asl yang balah wang tetah
disampaikan kepada Pokja ULP dan saliman ditandatangani ditardatangani
dikdrimbcan kepada PAKPA melaiul FPE), Ijr:l Kepata ULP Kapela ULP
terimaentarisasi dan
tarsampatken
lapada PAKPA
makalui PPK
16 |Menarima, mempalajar, dan menyempaikan sural Surat usalan Than  [Surat usudan
usulan perubahan RUP kepada PAJKPA R parubiahan RLIP prrubahan RUP
diteiima FAKPA
16 [Menenme salinan barita acara hasll rmpat |Benia acara hasl ihari |1, Sallnan berta
kocrdinasl kaj Wang RUP, stau salinan Surat rapat koordinasl kaj acara hosl rapat
1I..IluIm'l Perubahan RLP dan mampalajari usulan ulang R adau lkoordinasl kaji
'parubaban RUP ying céajiikan. sursd Liswkan |utang RUP, stau
() Jikm merpatujul usulan perubaban RUP maka | perubshan RLIP ‘salinan aural usulan
marevisi rencana larja anggaran (REA) dan parubahan RUF;
rancana umum pangadaan (RUF); 2. Revisi renzanm
b) Jika tidnk meayetupi usulan perubshan RUP keeia anpgaran
mala mengnformasikan kepada PPE uruk (R¥A)L
malanjdkan prosas pengadaan. 3, Rovisi rencana
| pengndann
I | [RLFY,
|4, FPK mendapat
|infarmasi untuk
malanjutkan proses

pargadaan.




; - T L = k, 3 . - E
17 |Menetapkan RICA dan RUF yang tlah direis 3 1. Ravisi rencana Shar |1 Hadsi rencans
bierdasarkan hasil palaksanaan kaji ulang atau l:] kedje anggaran karja angganan
saired Lsidan perubakan RUP. 1] (RICA) ditetapkan
2. Rewvisl rencana 2. Reavisl rancana
umum pangadaan urmum pangadsan
(RLF) {FRLIF) dibetaphkan
18 |Mangumimian Wang RUF dan menyerahkannya % |GETC: . Thard  |Penguriman ulang
kepads FFY dan Kepals ULP RLF
98T, Mnnenma RUP yang fkah direvs: tan 1 ] |Frevisi R Thal |1, FOJP hass rewisl
‘mamipersiapian proses penyusunan Rancana + diterima ten proses
|Palaksmnaan Pengadaan {FPF), | : pamyUsLAN
(& Menarima. RUP yang telah direvsi | - D !Rmm
‘Palaksanann
| Pangadaan (FPF)
dipersiaphan
. RUP hasil revisi
ditarima
20 [Mielanjufkan proaes pengadaan Irformasi wntuk | Thar | Infoermas untuk
)} malanjutikan prosas melanjutkan proses
C'_'x pangadran pargadann ditarima
— __ TomiWskuPemelosaian  Diseauaikan dergan kebutishan




S0P PEMILIHAN PEH\'ED[_&_H_&_FP.NEI‘J.I.E.! METODE PASCAKUALIFIKAS] 1 SAMPUL

i ; i rignis | PoKaULP | Pessta  MepalaULP | PPK | Amp | pampA | PPN [ pogeigapan | owae | oupw e

1 | Mulakiandkan prosos pembukaan dokumen Dokumen - - Undangan rapal  -Dapat dibamu fim

penawaran. Pensvwaran pembukiaan dan
| evaluasi dokumen | yang :lmﬂnlﬂn aleh
| | penawaran PAKPA,
e - Harita acara | =Jangkn waktu
| pembukaan | vl
| dokurmnen disesuaikan dengan
perdvaran e utuhan
]
2 |Melaksanakan koraksl artmatil, Dakumen Haedl korchel
) Penawaran arftmatik

3 |Melaksanakan evaluasl administrasi dan S | i - T ldekumen | . |-Hertaskeda  |Poija ULP dapat
rmatalouan pamer keaan labih lanjut. Paravwaran evaluasi rmatakukan
&) Jika tidak ada peserta yang memenuhl administrasl, Karifikas| tethadap
persyaratan adminisiras makes pelelangan alau hal-hal yarg
dinyalakan gagal kemudian dimasuldan dalam - GEgal lelang lairang jelas dan
Berita Acara Hasll Pelelangan'Saleks| meragLkan
(BAHP/BAHS);
b} JIka masih ada peserta vang memenuhi |
perayaratan adminietrast maks dilanj utken dengan
evaluasi leknis.

4 | Melakesanakan evaluas! tekrie dan menganalisi ) - N 'Dokumen - - Kertas kera N
dokumen panawaran peseds. Ponawaran wvaluasi tebmis,
o) Jika idak ada peserta yang luus evaluasi ‘atau
teknis maka pelelangan dinvatakan gagal |- Gagal lslang
(dimasukkan dalam BAHP/BAHE); |
bl Jika masth ada pesarta yang luus evaluasi

| teknis maka dilanjutian dangan evaluael harga. |

5 |Melaksanakan evaluasi harga (termasuk di ] | LT n - - Kerae kerja
delamnya evaluasl kewsjaran harga) dan | Penawaran evaliasi barga,
mangaralisis harga. b \'_' alau
a) Jika Bdak ada peserta yang |ulus evaluasi hatga - Gagal lefang
maka peleiangan dimyatakan gagal;
b} Jika masih ada peserta yang lulus evaluas
harga maka dilanjutican de rgan evaluasi
tualifilcasi,

B Melaksanakan avaluas kualifilkas kepada calon Dokuman - Surat Klanfkasl
pamanang dan 2 cadangan {apabila ada) | * Perawaran |kepada penerhit
kemudian menganalists nsliikosl peasrta. ] a dakumen (apablia
a) Jika tidak ads peserta yang lulus evaluasl = diperiukar)
luafifikasi maka pelelangan dinyatakan gagal
(dimasukkan dalam BAHP/BAHS),
b} Jika masih ada pesertas yang luius evaluasi
luslifikasl maka dilanjutkan dengan pembuiktian
kualrfiasl dergan mellbatkan peserta ielang,




Pelaksana :

I i | Kepalnlip | PPK PARPA _ Output g
7 |1, Melakukan pembuktian atas kualifikasl sssual | Dekuman . Keras karja
dangan dokumen penawaran. Panawaran evaluasl dan
12, Melaksarakan pembuktian kualifikas terfadap pembuktian
peserta yang memenuhi persyaratan kualifilkasi kualifikasi
dan mengaraliss hasil parmbukdian
a}Jika tidak ada peravaran yang lulus
pambuktian kualifikasi maka palelangan
dinyatakan gagal (dimasukkan dalam
BAHF/BAHE]).
b) Jika masih ada perawaran yang Iulus makea
menyusun BAHP/BAHS,
B [Menyusun BAHF/BAHS Dokumen - BAHP/BAHS
Perawaran, Kertaa
Kerna Evaluasl dan
Pembuktian
Kusafifikasi
@ |Manyalakan balwa pelelangan dinvatakan gagal Dokumen - BAHFBAHS
(dimasukkan dalam BAHPYBAHS) dan dilakukan Porawaran, Kertas
tindak lanjut pelelangan gagal, Keda Evalumsi dan
| Pembuktian
Kualifikas
10 [Menindakianjutl pelelarganiaaleksi. BAHFBAHS Than  Usulancalon Ketartuan:
a) Jika Pengadaan Barang/Pekarjaan DM a) Palga LLP
Konstrukst'Jasa Lalrnys bamilal di atas 100 \mengusulkan calan
Milyar Ruplah atau Jasa Korautanal bermilal di pamernang kepada
atas RE 10 Mifvar maka menyusun usuan calon PAKPA malalui
pemenang kepadas PAKPA melalui Kepala ULP | Kepala ULP dan
dan ditembuskan kepada PPK dan APIF; | diternbuskan kepada
by Jika Pengadaan Bammng/Pekeraan PPH dan APIF untuk
Korstruksi/lasa Lainnya barrelal kurang dar Rp Pangadaan
100 Mityar atau Jasa Korsultansi bernilal di bawah | Barang/FPakerjaan
10 Milyar maka mensdaphan pemenang dan b ‘\\‘ n Konatruked faaa
menguUmUMkannya, _</ Lainnya terrilal di
mtas fp 100
Mityar sfau Jasa
Kansulbans
berrilai di atas Ap
10 hibyar;
b} Polja LILE
manetaphkan
\pemerarg unluk
Pengadaan
| Barang/'Pexerjaan
Honsirukel/dasa
Lalnnya bernilal
kurang dasd 100
| TEHIT T
11 1) Menerima usulan calon pamerang dan 1 | 2 | BAHP/BAHE Burat usLian calon
meryerahkannys kepada PAKPA, { )] pEMENang
2) dan 2) Menorma lembusan usulan salon —LI—‘
pemerarg, ' o
2] ]




e AT x = Pelaksana = ity Baku : )
12 |Menerima usudan calon pemenang berdasarkan | BAHFEAHS, nata ot dinas HEA dapal
usdan Pokja LLP \dirms dan kepada APIP dan  |merminta
a) Jika s=tuju makan PA menstapkan Pemerang: {surat uslan calon PPH APIP untul rrielakiukan |
b} Jika tidak sstufu dengan usulan Polga ULP ‘pemarang |- Surat penetapan [Pengecekan pada [
dengan alagan yang sasual dengan ketenuan | pemenang prosas pamilihan
peraluran perundang-undangan rraka pemyedia sabelum
memerirahkan Pokja ULP melald Kepals ULP FAKPA menstap kan
urtuk evaluasi Wang atau memyatakan pelelangan pemenang
gagal,
13 [Menerire Swrat Penetapan Pemenang dan | Lemibar disposisl Lembar disposisi |
Imerdispesisikannya ke Pokja LLP | E:‘ dan surat dan surst |
panstapan penetapan
parmermng PEMEmrg
14 | Mengumumkan hasil pelelangan'saleksi, Lembar disposis| Pengumuman
| ' dan surat pamenE ng yang
| " e panetapan akan ditayangkan
pErmanang pada Yiedsite
| K/L/DN dan Papan
Pangumuman
] Rasmi
15 TMenarima pernyataan urtuk evaluasl ulanglefang |Lembar disposis| Lembar disposss
gapal dan mendieposisilannye ke Polja ULE. Ej idln surat dan eirat
permyataan permyataan
evalLasl | evaluasl
utang/elang gagal |uiang/letang gapal
16 |Molakukan evaliasi dang atau dilakukan idak . B Lembar disposisi ~ Persiapan evaluasi |Terkalt SOP Selekal
lanjut patelangan gagal (:l—"i dan surat uang!lelang gagal :Tnﬁﬂh :
parryaiaan al si Dokumen
evaluasi Penavaran
wang/lelang pagal
|
17 |Mermea dirugikan atas hasil pemiliban‘esteksi dan Pangumurnan Surat sanggahan |1 har setelah
memampaikan sanggahan kepada Pokja LLP BergUmUman
|sarmpai 3 bar uniuk
| lalangselalksi
E‘:l sederhana dan 5 hari
untuls ledang/ee leks
| urrim
18 |Menenme sanggahan peserta pelsiangan seleks:, BAHF gan sural Surat [ewaban 1 hari setalah diterima
&) Jika sanggahan jamyata lidak banar maka eanggahan sanggahan fmya earggahban
prosss pernilinan bedanjul ke maea sanggah 3 sampal 3 har utuk
banding, lelang/ seleks|
b. Jika sanggahan dinvatakan benar maka ,/" soderhara dan S hari
pelelangan dinyatakan gagal. b urtuk lelang 'selaksi
umum
18 |Meryatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal 3 Sural earggahan Permyataan gagal
[dimasLkkan datam BAHP/BAHS). darn surat jawaban lelang
! sanggahan




‘; g o T AT Pelaksana TR WBEE : st Bk S =

i = ; PokisULP |  Peserta | KepalaULP |  PPK A | pawea | GURREL | Peengkapan | Waknt | Output

0 [Menenma jawaban sanggahan, Sural jawaban Surat sanggahan
a) Jlka [awaban tidak memuaskan maka sanggahan \earding
mangajukan sanggahan banding kepada
Miantari/Pimpdnan Lembaga/Kepala
DaarahPimpinan Institusi atau kepada Pejabat b
yamg menerima penlgesan uuk menjswab
eanggahan banding. \-../f
by Jika jawaban dinikal memuasskan maka
renarima keputusan lelarg'seleksi.

21 |Melakukan kajian terhadap sanggahanbanding Girat sangganan Proses diiarjutian | Daiam menyusun
yang diajukan aleh peserta dan menjawab barding {sural [awaban [awaban
sanggahan banding pesera ditembuskan kepada sanggatan |smnggatan
PPK dan Pokja ULP: 3 banding) atau {barding,

a) Jika sanggahan banding dinyatakan salah, a > gagal lelang | MenteriPimginan
larrenan sarggatan tarding dicalrkan dan disetar e Institusl'Kepala
ke kas Negare/Daerah, proses lelang dikanjutkan; |Daerah'Pejabat
b) Jika sanggahan barding dimvatakan banar i 'yang menerima
rraka pelelangan gagal penUgasEan untuk
Imenjaivat
‘sanggahan banding
| dapat maminta
| ‘bantuan APIF umbul
malakeanakan
audit terhadap
T =il 2 . = pelaksa raan

22 |Menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal | |Gurat sanggahan Pemyataan gagsl
(dimasukkan dalam BAHPBAHS). | 4 ] banding lelang

) ;:l :!an;][lm SwﬂJ:\umgmnihn Banding 2 [3 Eurat jawaban Eiral jgwaban

1 dan nerirma fermbusan Sural Javwaban L_—’ 1 £anggahan sanggahan
Sanggahan Barding. Ej ] (j banding bardirg

24 [Menyampaiken Berita Acara Hasil ¥ ] I “BAHEBAHS ~|Girat Pengantar
Pelelangan/Selaksl kapada PPK melald Kepala = dan BAHPBAHS
LR,

| 25 |Menerirma Berita Acara Hasll PelclanganSeleks), N B ] — Sural Pergantar | Graft BPPRI
E‘-_—-I dan BAHP/BAHS
26 [PFK reanarbitkan SFFEJ. o Craft SPPEJ SPPBJ diterbitkan
] R | o - Tatal Wakhu Perijelesalan | Cisesuaikan dengan kebufuian




o g Pelabkisana : o i : T Wty Baku X ;
1o e PokjaULP | Peseta | KepalaULP | FPK AFIP PAKPA | IOPIAD | porengkapan | Wakn' | Output T
1 |Melaksanakan proses pembukaan dokumen lnnmn - |- Undanganrapa?l |-Dapat dibantu tim
penawamEn. Penewaran |pembulaandan  |teknis
i |evalussi dakumen |yang ditetapkan aleh
| | pEREWETan | PRSKPA,
) |- Berita acara | ~Jangka waktu
| | pembukean {evaluas|
(dokumen {disesusikan dengan
| penawaran | karbutuhan
2 |Melaksanakan koreke aritmatik, | Clokumen Hasil korekal
[j | Perawaran artrmatik
1
3 |Melakeanakan evaluasi admimstrasi dan Dokumen e -Kefaskerls | Pokja ULP dapat
[ malakukan permarikeaan labih kanjut, Penawaran VT |miElakuian
| a) Jika idak ada pesarta yang memanuhl adminigtrasi, [arifikas| farhadagp
persyaratan administras maka pelalangan atau +hal-hal yang
dinyatakan gagal kemudian dimasukkan dalam - Gagal lelang kurang jelas dan
] Berita Acara Hasil PelelangandSeloksi | mEragukan
1 (BAHP/BAHS);
b Jika masih ada pesarta yang memanuhi
persyaratan administragl maka dilanjutkan dengan
| evaluasl teknis, |
|4 |Malaksanakan evaiuasi teknis dan marganalsis | == =t ST e = Dokuman o |-Kermeskem | |
dokumen panawaran paserta. Perawaran evaluas: leknis,
a) Jika tidak ada peserta yang iulus evaluasl atau
tekrie maka peletangan dinyatakan gagal - Gagal lelang
(dirraauklan dalam BAHP/BAHS),
b) d1ka masih ada pesertd yang |uus svaluasi
tekris maka dilzrutkan dengan evaluasi harga. ] [
B |Melaksanaian evaluasi harga (lermasuk di 'Dokumen - - Kertas kadja
dalarmmya evaluasi kewajaran harga) dan A | Penawaran evaluasi hanga,
mengaralisis harga, b7 | atan
a) Jika tidak ada pesarta yang lulue avaluasel harga | - Gagal kelang
maka pelelangan dinyatakan gagal; |
by Jila masih ada peserta yang Iulue svaluas| |
harga maka dilanjutkan dergan evaluas |
bt i |
B [Melakeanakan evaliuaal kuallifikes kepada caion Dukuirmen - Eural Klari fikasi
pemeanang dan 2 cadangan (apabila ada) L Panawaran kipada panerbit
kernudian menganalisis kualiikasi peserta. b ¥ dekunen (apabiia
a} Jika tidak ada pesarta yang luus evaluasi gl S dipariukan) |
kualifikasl maka pelelangan dimyatakan gagal [
[dmasukkan dalam BAHF/BAHE).
by Jika masih ada pesarta yang Wus evaluas|
kualifikas maka dilanjutkan dengan pembuktian
kualifikasi dengan melivatkan peserta lalang.
+ |
&3
S L *: P N . .



. s . : LT : ; R T | e . %
i : ANtV . PokjalULP | Peserts | KepalalLP | PPR AP pamen | FIMPINEN | pogngapan | Weki® | Output - Moo
T [1. Melakukan pembuktian atas kuaiiikas sesual 2 Dokirnen 2 Kerise kerja
dengan dokurmen penaswaran. 1 E] Perawaran evaluas dan
2. Melaksanakan pembultian alifkas terhadap | pembuktian
pesera vang memenubl perayaratan kusliBlasl loumlifikasi
dan menganalisis hasil pembudian
a) Jlka idak ada penawaran yang lulus
pembudian kuallfilkasi maka palelangan
diryatakan gagal (dimasukian dalam
BAHPVBAHE), |
b) Jika i ada penawaran yang lulus maka
meryusun BAHPEAHS, al
8 [Menyusun BAHP/BAHS [ | | Dokumen - BAHP/BAHS
L. | |Panawaran, Kartas
Karja Evaluasi dan
Pambuktian
Ej Kuallfikasl
| 1
9 Memyatakan bahwa pelelzrgan dinyatakan gagal T Diokurnan | 'BAHP/BAHS
(dimasukkan dalam BAHP'BAHE) dan dilakulan Panawaran, Kefas
findak ianjut pelelangan gagal. Keda Evaluaes dan
Pambutian
HKumlifilasi |
10 |Menindakianjui palelangan'selaksi, BAHP/BAHS 1an Usulancalen Ketentuan;
a} Jika Pengadaan Barang/Pekerjaan DErmErsEng a) Pokja ULP
Keretruksl/Jasa Lainnya bemils di atas 100 mangusulkan calon
Milyar Ruplah atau Jaea Konsultaral bemilal di pemerang kepada
atae Rp 10 Milyar maka memusun usulan calan | PaSKPA madalui
pemenang kepada PAKPA melalu Kepala ULP Kepala ULP dan
dan diternbuskan kepada PPK dan APIP; dibembuskan kapada
b Jika Pengadaan Barang/Pekarjaan FPPE dan AFIF untuk
Korstnaeitlasa Lainnya bamilai lkueng dan Rp Pangadsan
100 Mityar atau Jasa Konsultansi bernllai & bawah - BarangPekarasn
10 Millyar maka rrenstaplan permerang dan b \ a Konatrukel'Jasa
| mengumurmkanya, “"‘</ Lalnmya bemilsi di
atas fp 100
Milyar atau Jaga
| Konsuttans
| burnilai di atas Rp
| 10 Milyar:
b Pokja LULP
| menetapkan
permerang Lt
| Pengadaan
| Barang'Pekeraan
Konstruksi'Jasa
Lainnya bamilai
hurang dari 100
I_iwuu_
11 [1) Memarima uedan calon pemenang dan 1 2 L j BAHP/BAHE |Surat usulan calon
meryerahkannya kepada PAKPA, 4 } (“_"‘j \permerang

2) dan 3) Menerima tembusan usdlan calan
PEMERENg.

Ch




i T 1 = _ Felaksana. A : - Muio Baku . :
= ot | PokjaULP | Pesena | KepalsULP | PPK PANPA m . Periengkapan | Wk | ouput | ereranen
712 |Menarima usulan calon pamenang berdasarkan e BAHFEAHE, nota | - Mota dinae & dapat
usulan Polga ULP dinas dan kepada APIP dan  merrarda
a) Jika setuju makan PA menetagkan Pemenang: BUrat usLian calon FRK APIP untuk elakubkan
b} Jika tidak setuju dengan usulan Pokja ULP pEMErEng - Sural penetapan  Pefgecekan pada
dengan alasan yang sesual dengan ketertuan | pemenang proses pamilinan
paraiuran parundang-undangan maka v paryedia sebelum
mernernahkan Pokja ULP malslul Kepala ULP i PAKEPA menetap kan
urtuk evaluasl ulang atau menyetakan palelangan \ PEFTEE NG
gagal. E |
| !
12 [Menarima Surat Penstapan Permenang dan | LemEar disposisi | Lembar dispos(si
imendispealsikanmya ke Pokja ULP, Ej dan sual dan surat
penetapan penelapan
pemerang pemenang
14 Mengumurnkan hasl| pelelanganesiekel. Lembar disposisl Pergumuman
1 | den surat pemenang yang
Er_| penetapan dkan ditayangkan
— permeanang pada Webeite
KAL/DYl dan Papan
| Pengurmuman
Resmi
15 |Menerime pernyataan uriuk evallas] dangdelang Lembar dispogasi Lembar disposis
gagal dan mandisposisikannya ke Pokja ULP Ej dan aurat | dan surat
parmyataan pamyaiaan
cvaluas evaluasl
uang/elang gagal ulangielang pagal
T8 | Melakukan evalusel ulang atau dilakukan fidak 1 == —— Lambar disposiai | Perelapan evaluas! [ Teral SOP Selekal |
{laryut petedangan gagsl € N dan surat uanglelang gagal dan
. permyataan Kanikasi Cokumnen
[ avalusal Perawaran,
ulang/lelang gagal
17 |Merasa diruglian atas haesl pemilihanseleks] dan Pengumuman Surat sanggahan 1 hari esfelah
manyampalkan sanggahan kepada Pokja ULP. PErgLUMARTIER
| Eampai 3 hari unbuk
| lalang/saleks:
C:] sadertana dan s hari
untuk lelargiseleksl
LI
18 (Mansrima sanggahan pessria pelalangan BAHP dansurat Surat jawaban 1 har setelah diterima |
a) Jika sanggahan terryata tidak benar maka sanggahan sanggahan rya sanggahan
proses pamilihan berlanjut ke masa sanggah . sampai 3 har uniuk
tarding: Ielang/selelsl
b, Jika sanggahan diryatakan benar maks o sedertana dan 5 hari
patdangan dinyatakan gagal, b untuk lelang /seleksi
|
18 |Meryatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal Sural sanggahan Parnyataan gagal
|[dimasuskan dalam BAHP/BARE). Ct) dan sural jawaban ledmng
| i ' |sangganan
|




= : R : ek e Pelaksana fits e MubiBaki i Sy g
SR e Pouaulp | pesets  Kepmwute | pek | oame | eawea | SEPRR T peenguapan | wa | owpw Mewmen
20 |Menerima [awaban sarggahan, . Siral jawaban ‘Surat sanggahan
a) ik jawaban tidak memuaskan maka | sanggakan \banding
mangajukan eanggahan banding kepada
MenterlFimpiran Lembaga'Kepala
Dagrah/Fimgina n iretiiuel ataw kepada Pejabal 1] a
Yang renerima perugasan untuk meanjawab v
earggahan banding,
b} Jika jawaban dinilai memuaskan maka
menarima keputisan lalang/eelekel
21 |Melakukan kajinn terhadap sangpahan banding Sural sangoahan Proses dilarjutkan  Calam rrenyusun
yang diajukan oleh peserta dan meanjawab banding (surat jawakan Jawaban
sanggatan banding peserta ditembuskan kepada sargpahan sanggahan
PPK dan Pokja LILP: banding} atau 'barding,
&) | lka sanggahan banding dinyatakan salah, i ../]> pagal letang MantariPimperan
jarninan sanggahen banding dicairkan dan disctor et Inetitusl/Kepala
ke ke MegaraDasrah, proses lelang dilanjutian; | CaerahiPejabat
) Jika sarggahan banding dinyatakan benar | b (farg menenima
maka pelelangan gagal | penugasan uruk
| mirjawak
eanggahan banding
dapat merminta
bantuan AFIP untuk
melaksanalan
audit ferhadap
..... o e e o e e e e £ o ot e p — — pee——— i T 45w —;—alnmmn
22 |Manyatakan batwa pelelangan dinyatakan gagal | | ¥ Surat sanggahan | Parnyataan gagal
{dimasukian dalam BAHP/BAHS), | T3 |vanding (latang
23 [1) Menerima Suatl Jawaban Sanggahan Banding. 2 IE] 3 Sural jawaban el jawaban
Z) dan 3} Menerima tembusan Surat Savwaban j sanggatan leanggahan
Sangganan Banding | [ ] = anding | banding
24 |Menyampaikan Berta Acars Hasi] I i T lBaHPEAHE [ |Burat Pargartar =
PeletanganSuleksi kepada PPK malald Kepala | L+ |e | |dan BAHPEAKS .
ULP,
25 |Menerima Borita Acara Hasil PeislarganSeleksl | [ ) Surat Pengantar Dt SPPBJ
= dan BAHPIBAHS |
26 [PPE menerbitkan BPPE) Oraft SPPEY SPPEJ diterbitian
|
: == T N = ST S = = - i Peryeiesaian | Disesualkan dengan kebutuhan. £ —




SOP PERMINTAAN USER ID/PASSWORD ANGGOTA POKJA ULP

o e - Kepala ULP LPSE Pokja ULP Kelengkapan | Wakiu Output et
1 |Mengajukan permohonan user ID dan password Farmulir 1hari |Permintaan user /D
SPSE kepada Admin Agency dengan permohonon dan password
meyerahkan daftar nama anggota Pokja ULP ST pembuatan akun sefiap anggota
serta tembusan kepada Kepala LPSE. Paokja, SK Pokja LILP dikirim
penetapan/ melalui emall
pengangkatan
Anggota Pokja ULP
dan surat
penugasan Pokja
yang dibuat oleh
Kepala ULP
2 |Menerima permohonan dan memberikan yser 1D Formulir Liser jO dan Tembusan kepada
dan password kepada Pokja ULP dengan permohanan password setiap  |Kepala LPSE
tembusan kepada Kepala LPSE, pembuatan akun anggota Pokja ULP
I:":| Paokja, SK dikirim melalui
penetapan/pengang emall
katan Angpota
Pokja ULP dan
sural penugasan
Pokja yang dibuat
aleh Kepala ULP
3 |Menerima user ID dan password SPSE. user 1D dan Than  |User /D dan Tembusan kepada
L password password diterima  |Kepala LPSE
— anggota Pokja ULP,
Total Wakhu Penyelesaian Disesuaikan dengan kebutuhan




